BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1.

-. Setiap permohonan pembatalan hak atas tanah yang

mengandung sengketa baik sengketa admnistrasi maupun

sengketa hak dan indikasi tindak pidana hanya bisa dibatalkan

melalui pembatalan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan.

-. Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat

administrasi hanya dapat dilaksanakan jika:

a) Secara nyata telah ditemukan adanya kekeliruan,

b) Upaya perbaikan data administrasi tidak memungkinkan
dilaksanakan, dan ;

c) Tidak ada sengketa antara dua pihak atau lebih baik
terhadap sertipikat maupun terhadap tanah.

Kakantah Bandung Barat harus segera melaksanakan :

-. Mencatat batalnya Sebagia . SHGB 247/Gadobangkong

seluas + 2.363 M? dari luas keseluruhan & SHGB

250/Gadobangkong seluas + 1.400 M? dari luas keseluruhan

atas nama PT. Entreup Endah Mandiri, pada buku tanah yang

bersangkutan. Dan dari daftar umum lainnya yg ada dim

administrasi pendaftaran tanah dan memperbaiki surat ukur
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masing-masing sertipikat yang berlaku dengan melaksanakan
splitching.
-. Menarik dari peredaran sertipikat tersebut untuk disesuaikan
luas kepemilikannya.
3. Ketidakhadirannya Petugas Pengadilan Negeri dan Tetangga
Batas vyaitu PT. Entreup Endah mandiri adalah kurang
koordinasinya dari instansi masing-masing yang terkait dalam
menerbitkan surat tugas bagi para petugasnya yang di tunjuk untuk
hadir dalam proses penetapan batas-batas pengukuran bidang

tanah.

B. Saran

Saran penulis terkait dengan uraian di atas adalah setelah
ada putusan pengadilan, Badan Pertanahan Nasional/ BPN harus
segera melaksanakan splitching yang diikuti oleh proses balik nama
berdasarkan AJB agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Selain itu perlu ditinjau kembali peraturan-peraturan dalam
bidang pertanahan khususnya Perkaban No. 3 Tahun 2011 yang
memuat tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat
admnistrasi. Peninjauan ini berkaitan dengan pendefinisian,
pengkategorian dan konsekuensi-konsekuensi dari pembatalan hak

karena cacat admnistrasi.
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